LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA 

PANSUS RUU TENTANG LANDAS KONTINEN
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANGGAL 6 – 8 SEPTEMBER 2021
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia memiliki potensi kekayaan laut dan sumber daya alam di dalam lapisan tanah di bawahnya, karnanya, kedaulatan wilayah laut perlu dipertahankan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu menata batas-batas maritim sesuai dengan hukum internasional. 
Wilayah perairan laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau UNCLOS 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1982 tersebut Indonesia dapat menetapkan wilayah landas kontinen Indonesia. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di laut, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati. Penetapan batas landas kontinen ini tentunya akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan mengakui hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam pada wilayah landas kontinen sampai dengan 350 mil laut.

Beberapa provinsi di Indonesia memiliki perbatasan khususnya wilayah laut yang berbatasan dengan wilayah laut negara lain dan mempunyai berbagai permasalahan terkait di wilayah laut tersebut. Dalam hal ini posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura yang tentunya berpotensi terjadinya permasalahan pengelolaan wilayah maritim tersebut. 

Adapun isu-isu permasalahan landas kontinen di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: 1) Masih sering terjadinya illegal fishing oleh kapal asing di Perairan Laut Natuna Utara dan Laut Natuna; 2) Masih terjadinya keluar wilayah perairan Indonesia oleh nelayan kecil di Kepulauan Riau karena belum dikenalinya batas laut; 3) masih sering terjadi tumpahan minyak perairan pesisir bagian utara pulau Batam dan Bintan; 4) terjadinya kecelakaan kapal di alur pelayaran di sepanjang perairan laut utara Karimun, Batam, dan Bintan; 5)  belum optimalnya manfaat yang diterima oleh Kepulauan Riau dari kegiatan alur pelayaran dan pengelolaan labuh jangkar; dan 6) belum optimalnya manfaat yang diterima oleh Kepulauan Riau dari kegiatan pertambangan migas di blok Natuna.
B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan kunjungan kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen ke Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk mencari masukan, data, dan informasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Landas Kontinen.
C. Pelaksanaan Kunjungan
Adapun pihak-pihak yang hadir pada pertemuan dalam rangka kunjungan kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen untuk berdiskusi dan memberikan masukan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Kota Batam;
3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Natuna;
4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
6. Lantamal IV;
7. DAGUSKAMLA KOARMADA I;
8. FORKOPIMDA; dan
9. Akademisi Universitas Batam.
D. Anggota Delegasi

Tim kunjungan kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen beranggotakan 7 (Tujuh) orang Anggota DPR terdiri atas:
	NO.
	NO.

ANGG.
	N A M A
	JABATAN
	FRAKSI

	1.
	A-359
	Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.N.
	Ketua Tim/

Wakil Ketua Pansus
	F-Nasdem

	2.
	A-378
	H. Charles Meikyansyah
	Anggota
	F-Nasdem

	3.
	A-37
	Drs. HM. Syaiful Bahri Anshori, MP.
	Anggota
	F-PKB

	4.
	A-523
	Muslim, S.H., M.M.
	Anggota
	F-PD

	5.
	A-455
	KH. Aus Hidayat Nur
	Anggota
	F-PKS

	6.
	A-61
	Romo H.R Muhammad Syafe’i
	Anggota
	F-Gerindra

	7.
	A-290
	Budhy Setiawan
	Anggota
	F-PG


II. Isi Laporan 
A. Hasil Kunjungan Kerja 
1. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
· RUU tentang Landas Kontinen sangat penting dalam upaya pengelolaan perairan Indonesia. Khususnya bagi Provinsi Kepulauan Riau yang 96% wilayahnya terdiri dari lautan dan membentang luas sampai Zona Ekonomi Eksklusif (diatas 200 mil laut) serta berbatasan dengan negara lain. 
· Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau terluar, melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi vertikal terkait, sampai saat ini pulau-pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau terkelola dengan baik.
· Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP) dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam di kawasan landas kontinen khususnya yang berada diatas 12 mil laut sangat kecil. Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, Pemerintah pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini melibatkan Pemerintah Daerah (DKP) dalam rapat verifikasi pemberian izin pemanfaatan ruang laut yang ada di bawah 12 mil.
· Peran Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (DPMPTSP) dalam pengelolaan laut khususnya di kawasan landas kontinen adalah menyelenggarakan pelayanan penanaman modal untuk kegiatan usaha yang lokasinya di kawasan landasan kontinen dalam kewenangan Provinsi  dan sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut.
· Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau terhadap pemanfaatan pulau terluar di kawasan landasan kontinen yang dapat dilakukan adalah untuk pembangunan  infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkit dan jaringan), baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi baru dan terbarukan, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi berkolaborasi dengan instansi/badan usaha terkait lainnya, contoh berkolaborasi dengan PT. PLN (Persero).
· Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau (DLHK) dalam pengelolaan laut khususnya di kawasan landas kontinen:
1. Melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
4. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
· Pengaturan yang ada dalam RUU tentang Landas Kontinen:
1. Pasal 35 ayat (1) poin b. Mencegah agar kegiatan di Landas Kontinen tidak menimbulkan pencemaran di wilayah negara lain dan zona ekonomi eksklusif negara lain. Bagaimana bila sumbernya dari negara lain, lau lintas kapal, atau tidak diketahui sumbernya?
2. Pasal 40 ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kegiatan di Landas Kontinen. Berarti peran daerah pada 1-12 mil untuk pengawasan  tidak ada sama sekali?
3. BAB VII Pengawasan dan Penegakan Hukum, secara spesifik tidak ada penekanan khusus peran serta masyarakat dalam pengawasan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
· Kepulauan Anambas dengan sebagian masyarakatnya berpenghasilan sebagai nelayan sehingga mengharuskan Pemda Kab. Kepulauan Anambas memastikan masyarakatnya dapat berusaha dan melakukan aktifitas di laut dengan aman dan selamat dengn melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
· Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak memiliki kewenangan melaksanakan intervensi terkait operasi eksplorasi dan eksploitasi yang ada di daerahnya.. Kab.Kepulauan Anambas yang sebagian besar penghasilan masyarakatnya adalah nelayan, namun dengan kewenangan yang didelegasikan oleh UU membuat pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat bertindak lebih baik lagi. Hal ini berakibat pada lambatnya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sepanjang pesisir Kab. Kepulauan Anambas.

· Kawasan landas kontinen merupakan lahan pekerjaan dan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tipologi masyarakat Kep.Anambas yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan dengan metode tangkap tradisional tentu saja tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap keberlangsungan kawasan landas kontinen yang ada. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

· garis batas antara Indonesia dan negara-negara untuk setiap zona maritim yang sudah ada, biasanya akan diberikan berupa daftar koordinat geodetik dari titik-titik batas. Namun demikian, untuk informasi koordinat batas yang ada tersebut tidak jelas menyebutkan datum geodetik (sitem referensi koordinat) nya. Ketidakjelasan tentang datum geodetik dari titk-titik batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga ini dapat menimbulkan masalah dan konflik yang berkepanjangan bila tidak segera dikaji, dievaluai, dan ditetapkan.
· Pemanfaatan landas kontinen dalam eksplorasi dan eksploitasi migas tanpa kejelasan tentang datum geodetik akan menimbulkan resiko investasi yang sangat besar. Peran pemda kabupaten/kota dalam hal ini adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
· Permasalahan terkait landas kontinen di Natuna:
a. Sengketa laut china selatan – klaim nine dash line oleh China. Pemerintah China telah mengklaim wilayah perairan Natuna masuk dalam peta Nine Dash Line yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui kesepakatan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut.
b. Keberadaan Kapal Coast Guard  dan Kapal Survey Oseanografi Haiyang Dizhi berbendera China di Laut Natuna Utara;
c. Kegiatan illegal fishing  oleh Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara.
4. FORKOPIMDA
· Peran Forkopimda bersama-sama dengan stakeholder lainnya mengadakan koordinasi untuk perlu memberi masukan-masukan tentang pembaharuan undang-undang dimaksudkan guna mengamankan kepentingan nasional Indonesia di laut, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati.
· Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Forkopimda yang berkaitan dengan kegiatan di kawasan landas kontinen adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintah daerah yaitu berkoordinasi, menjaga, melindungi, dan memantau batas kawasan kontinen dari pencurian SDA, baik hayati dan nonhayati serta pelanggaran-pelanggaran batas wilayah ZEE Indonesia. 
· Tanggapan Forkopimda terhadap pengaturan dalam RUU tentang Landas Kontinen merupakan sangat penting, karena letak geografis negara Indonesia khususnya Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara lain, termasuk pulau-pulau terluarnya. Dengan adanya RUU ini maka kita lebih dapat manfaat banyak dan keamanan di sekitar perbatasan lebih terjaga.
· Namun demikian, pada Pasal 7 RUU tentang Landas Kontinen menyebutkan batas landas kontinen dengan negara lain ditetapkan melalui perjanjian sesuai dengan peraturan  perundang-undangan dan hukum internasional. Dengan ketentuan tersebut, maka terhadap batas landas kontinen dengan negara lain yang belum disepakati melalui perjanjian antar negara, termasuk batas landas kontinen Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan-Laut Natuna Utara, akan menjadi titik lemah bagi Indonesia dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain pada kawasan landas kontinen tersebut.
5. LANTAMAL IV
· Kontribusi TNI AL dalam menjaga keamanan laut merupakan implementasi dari aktivitas kontrol strategis dan sangat vital sebagai komponen utama pertahanan. Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa salah satu tugas TNI AL adalah penegakan hukum. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut merupakan institusi paling depan dalam menjaga integritas dan keutuhan NKRI serta penegakan kedaulatan negara dan hukum di laut (sovereignty protection and law enforcement at sea) 
· Peranan TNI AL di kawasan Landas Kontinen:

a. Melindungi dan mengamankan segala SDA yang terdapat di dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya;

b. Melindungi dan mengamankan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, kapal-kapal dan alat-alat lainnya yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eskploitasi SDA;

c. Mencegah dan menindak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pejabat pemerintah Indonesia yang berwenang;

d. Melindungi dan mengamankan berbagai kepentingan lainnya yang diatur dalam Konvensi Laut 1982 maupun perundang-undangan nasional.

· Dalam rangka menjaga kedaulatan dan menegakan hukum, khususnya di wilayah perbatasan laut TNI AL melaksanakan beberapa operasi baik oleh Koarmada I, II, dan III dengan sekotr pratoli menjangkau hingga ZEE Indonesia termasuk landas kontinen Indonesia.

· Apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di kawasan landas kontinen, dalam hal ini melakukan survei untuk riset ilmiah kelautan tanpa izin, pencemaran yang timbul sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen yang menyebabkan kerusakan kawasan pelestarian alam, maka TNI AL melaksanakan proses awal dalam pendeteksian, pengejaran, penghentian, pemeriksaan, dan membawa kapal tersebut ke pangkalan terdekat dengan menggunakan Perkasal 32/V/2009. Kemudian setelah sampai di pangkalan terdekat maka dilanjutkan proses penyidikan oleh pangkalan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

· Kewenangan pengejaran seketika (hot pursuit) di kawasan landas kontinen dapat dilakukan oleh kapal perang RI dalam rangka menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing yang diduga telah melakukan pelanggaran. Tindakan secara terus menerus (hot persuit) hanya dapat dilakukan terhadap kapal asing yang bukan kapal perang. Mengingat kapal perang mempunyai hak imunitas sehingga kapal perang tidak bisa dilakukan hot persuit.
· Kendala yang dihadapi oleh TNI AL dalam penegakan hukum di kawasan Landas Kontinen adalah jumlah dan kondisi alut sista (KRI) yang dimiliki sangat terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Landas Kontinen Indonesia. Sampai  saat ini terdapat beberapa wilayah Indonesia yang overlap dengan negara tetangga belum ditentukan dan disepakati batas maritimnya, baik menyangkut laut wilayah, zona tambahan, ZEE maupun landas kontinen.

· Tanggapan TNI AL terhadap RUU tentang Landas Kontinen:

a. Dengan perkembangan teknologi militer yang sedemikian maju tidak tertutup kemungkinan landas kontinen Indonesia juga digunakan untuk aktivitas militer yang dapat merusak SDA dan menimbulkan pencemaran yang merugikan Indonesia, sehingga perlu adanya penambahan substansi khususnya ketentuan tentang larangan aktivitas militer di landas kontinen ke dalam RUU tentang Landas Kontinen.
b. Pasal 42,43,44 yang ada dalam RUU tentang Landas Kontinen selaras dengan UNCLOS 1982 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang telah mengatur tentang Penegakan Hukum, Pengejaran Seketika, Pelaksanaan Koordinasi, dan Kewenangan Penyidikan kepada Perwira TNI AL, PPNS Lingkungan Hidup, PPNS ESDM, dan PPNS Kelautan dan Perikanan.

6. Universitas Batam (Akademisi)
· Bagian konsiderans RUU tentang Landas Kontinen perlu ditambahkan:

a. Landas yang bersifat paradigma filosofi (philosophy of paradigm), berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara RI, pandangan hidup bangsa dan sebagai jiwa/kepribadian bangsa dan negara Indonesia.

b. Landas yang bersifat paradigma konstitusional (constitutional of paradigm), yaitu dengan merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Demikian pula berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam hal ini dimaksudkan untuk “meneguhkan paham kedaulatan rakyat” dan sekaligus “meneguhkan pparadigm). Dalam hal ini merujuk Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945  yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c. Landas yang bersifat paradigma yuridis (yuridical of paradigm) yaitu untuk meneguhkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

· Perlu menambahkan norma hukum diantaranya adanya penegasan tentang kepastian untuk memberikan jaminan kepada bangsa dan negara Indonesia untuk tidak merusak seluruh habitat yang berada dibawah laut dan sekaligus dilarang melakukan pencemaran terhadap seluruh ekosistem yang ada dibawah laut, utamanya terhadap segala bentuk aktivitas orang dan/atau kapal asing yang menyentuh atau masuk ke wilayah landas kontinen negara.
· Terkait mekanisme pemberian ganti kerugian di wilayah landas kontinen dalam RUU tentang Landas Kontinen, perlu ditambahkan berupa sanksi yang secara tegas diatur dalam UNCLOS 1982 adalah kewajiban tanggung jawab ganti rugi. Salah satu ketentuan tentang tanggung jawab ganti rugi dalam Pasal 115. Meskipun sanksi yang diterapkan dalam UNCLOS 1982 hanya sanksi keperdataan namun untuk memastikan peraturan perundang-undangan  yang dibentuk untuk melindungi, masih dimungkinkan untuk mengatur sanksi lain sebagai bentuk pemaksaan atas kepatuhan setiap orang terhadap peraturan yang dibentuk.
· Terkait perlindungan hak-hak penelitian di kawasan landas kontinen, bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga mengatur sanksi terhadap pelanggar undang-undang. Pasal 22 menyatakan bahwa untuk menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional. Kegiatan penelitian yang dilakukan tanpa izin akan diberikan sanksi administrasi.
III. Penutup
Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen ke Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 September 2021. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.  
Jakarta, 10 September 2021
Ketua Tim Kunjungan Kerja
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